BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR %8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN tEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

Menimbang

Mengingat

DENGA

e

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

a, balwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014
lenll:ang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
H Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan
Ini'algnmasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah
KaPupaten Solok;

.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi
hul:um secara lengkap, akurat, mudah dan cepat periu
p::'[ gelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang
terlmta dan terselenggara dengan baik;

_bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pe}amran Bupati tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
|

. Unidang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
|

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

.Ur{dang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

I
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

.Un -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndlneLsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Ne Republik Indonesia Nemor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pe lerh‘:taha.n Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nﬂ#.rﬂ Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Pemindahan |buketa Kabupaten Solok dari Wilayah Kota
Solek ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
N\E&I& Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tart[lbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4447);

, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jarrngun Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
32}%

- Pcr'Pturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

2 ']T'ahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis
Dokumentasi dan Informasi Hulkum,

8. FerlB.Luran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
|

Hu.Furn Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah,;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTAS! DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan :

11

10.

Daerah adalah Kabupaten Solok.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kzﬁbupatcn Solok,

Bupati adalah Bupati Solok.

Se_i:retaris Daecrah adalah Sekretaris Daerah kabupaten

Sornh:.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sckretariat

Daerah Kabupaten Solok.

Jari Dokumentasi dan Informasi Hukum yang
jutnya disingkat JDIH adalah wadah

p+dn}rﬂgunaﬂn bersama atas dokumen hukum secara

teTtib, terpadu, berkesinambungan serta merupakan

s

SE

a pemberian pelayanan informasi hukum secara
lengkap, akurat,mudah dan cepat.
Dokumentasi Hukum adalah produk hukum berupa
peraturan perundang-undangan atau produk hukum
peraturan perundang-undangan seperti Nota
Kesepahaman, perjanjian kerjasama, putusan
pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel,
majalah hukum, buku hukum, hasil penelitian/
p:ingkajian hukum, naskah akademis dan rancangan

peraturan perundang-undangan.
Sistemn informasi hukum adalah suatu sistem untuk
rm!:ngeluia data base peraturan perundang-undangan
P%ngclciaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah
kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
enyebarluasan produk hukum.
Peraturan  Perundang-undangan adalah  peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
s-,ll:ca:a umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-
u!ndang&n.




{

s

Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman
dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian

h l m dan kemanfaatan JDIH.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
I:nenjamm terciptanya pengelolaan dokumentasi dan
}nformam hukum vyang terpadu dan terintegrasi
melalui  sistem  infomasi hukum vyang berbasis
eknologi;

b. fncnj_amin tersedianya dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah;

c. J[;ncngembangkan kerjasama yang efektif antara pusat
_'aringan dan anggota jaringan serta antar sesama
anggota  jaringan dalam rangka = penyediaan

okumentasi dan informasi hukum; dan

d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah

dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata
pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan
bertanggungjawab.
BAB Il
PENGELOLAAN JDIH
Pasal 3

(1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum
Sek-u‘e_tariat Daerah,

(2) DaElam pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada
&y.LrLt (1) Bagian Hukum bekerja sama dengan Perangkat
Dalerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang Komunikasi dan Informasi.

Pasal 4
Pengelolaan JDIH meliputi :
4. pengumpulan,  pengolahan,  penyimpanan, dan
nyebarluasan produk hukum; dan
b. !'nataan sistemn informasi hukum melalui pemanfaatan
lenulugi infomasi dan komunikasi,




-

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 5

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan
penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud
alam Pasal 4 huruf a, meliputi :

Peraturan Daerah;

Peraturan Bupati;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

. | Keputusan Bupati;

Keputusan DPRD; dan

Informasi hukum lainnya.

Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada
&yLL (1), meliputi :

a, | Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan
Daerah Lain; dan

b. | Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan
Pihak Ketiga.

Artikel hukum

Buku hukum;

Majalah hukum; dan

Penelitian/ Pengkajian hukum.
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Pasal 6
Penataan sistem informasi hukum sebagaimana

di l aksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui
sistem intemet/ website.

Penataan sistem informasi hukum melalui sistem
.l . . .

internet/ website sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
i [eluia melalui website http:/ /idih.solokkab.go.id/

Penataan sistem informasi hukum melalui sistem
internet/ website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
integrasikan dengan website JDIH Nasional dan JDIH
Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 7

Dalam pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelola JDIH.
Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

a. ketua:

o




(3)

(1)

b. wakil Ketua;
c. ?ein-etaﬂs; dan
d. anggota.
im pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pasal 8
Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 melakukan updating data produk hukum dan informasi
lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah melalui
website http: / /idih.solokkab.go.id/.

(2) Penyebarluasan dan  pengunggahan sebagaimana

.| .
dtrr-nakaud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian
konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB [T
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan
JDIH dilingkungan Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(1)

Pasal 10

Pembinaan olch Bupati sebagaimana dimaksud dalam

Pa?ai 9 bertujuan untuk mengetahui hambatan dan

solusi yang diperlukan dalam pengelolaan JDIH serta

u.n[ul_c meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH

dil‘ngkungan Pemerintah Daerah.

Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada

ay%t{]}dilaimkan melalui :

a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH dilingkungan
%’emermtah Daerah; dan

b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH dilingkungan
Pemerintah Daerah.

Pasal 11
P:r[-ngawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH
d.ilingkungan Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




(2) Fngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan
pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem
inﬂ:}rmasi hukum melalui JDIH dilingkungan Pemerintah
Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12
Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan I;nfunnasi Hukum dilingkungan Pemerintah Daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Solok.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Ptramlr&n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diunddangkan.
Agar | setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengurl:x_dangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal % #3viha 2020

BUPATI SOLOK,
A
GUSMAL
Diundangkan di Arosuka
pada |h:x;mgg:al 5 Ajuhe 2020
Eq'ERETARIB DAERAH
KABUPATEN SOLOK,
ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR




